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   SALINAN 

 
 

 
 

 
 

WALIKOTA BINJAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI 

NOMOR  1   TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2016-2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah merupakan penjabaran  dari visi, misi, 

dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan 

keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan 
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;   

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang……. 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4623); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4817); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 ); 
 

14. Peraturan ……. 
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  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 

 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Nomor 12); 

 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Nomor 22); 
 20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 

2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 

9); 
 21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Binjai Tahun 2013 Nomor 2); 

   

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI 
dan 

WALIKOTA BINJAI 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021. 
 

 
 

BAB I ……. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Binjai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam 
bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. 

6. Kepala Daerah adalah Walikota  Binjai. 

7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian 
visi, misi, tujuan, sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat 

visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat 
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pembangunan, arah kebijakandan 

program prioritas serta kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai. 

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun. 
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. 

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah  Daerah 

untuk mencapai tujuan. 
 

18. Program ……. 
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18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 
 

BAB II 

VISI, MISI DAN PROGRAM 
Pasal 2 

 

(1) RPJMD merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program  kepala 
daerah  yang  memuat  tujuan,  sasaran,  strategi,  arah kebijakan,  

pembangunan  Daerah  dan  keuangan  Daerah, serta  program  Perangkat  
Daerah  dan  lintas  Perangkat Daerah  yang  disertai  dengan  kerangka  
pendanaan  bersifat indikatif  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  yang  

disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional. 

(2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan arah sekaligus 
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan. 
(3) Penjabaran visi, misi dan program Walikota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran Buku RPJMD Tahun 2016-2021 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

 
Sistematika RPJMD, terdiri dari: 
a. Bab I  :  Pendahuluan; 

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Binjai; 
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta 

Kerangka Pendanaan; 
d. Bab IV : Analisa Isu-Isu Strategis; 
e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan; 
g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai 
Kebutuhan Pendanaan; 

i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; 

j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan 
k. Bab XI : Penutup. 

 

Pasal 4 
 

RPJMD menjadi pedoman bagi: 
a. penyusunan RKPD Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2021; 
b. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD serta sebagai acuan 

bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021. 

 

 
 

 
 

BAB IV ……. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
     KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI 

 
 
 

              OTTO HARIANTO,SH 
              NIP. 19621229 198503 1 006 

 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 
 

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk 
mewujudkan: 
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana 

pembangunan daerah; 
b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; 

c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan 
d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. 
 

Pasal 6 
 

(1) Walikota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, meliputi : 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 
pembangunan daerah; 

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 
daerah; 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian 
hasil pelaksanaan RPJMD. 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai. 

 
 

      Ditetapkan di Binjai 
      pada tanggal 19 September 2016   
   

      WALIKOTA BINJAI, 

 
                                                           ttd 
 

 
      MUHAMMAD IDAHAM 
 

Diundangkan di Binjai 
pada tanggal 19 September 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI 

 
,  
            ttd 

 
ELYUZAR SIREGAR 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (84/2016) 
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PENJELASAN  

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI 

NOMOR 1 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2016-2021 

 
I. UMUM 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan 

program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam 
menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada 

intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi 
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk 
perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi 
dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di 

tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dengan 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses Penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 

lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu 

Kota Binjai terletak diantara 3º31'40” – 3º40'2” LU dan 98º27'3” – 
98º32'32”BT. Secara administratif berbatasan Sebelah Utara dengan 

Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Selatan dengan 
Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Barat dengan 

Kabupaten Langkat, sedangkan Sebelah Timur dengan Kabupaten Deli 
Serdang. 

Dilihat dari kedudukan Kota Binjai dalam wilayah yang lebih luas, 

Kota Binjai dalam lingkup Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) dijelaskan bahwa Kota Binjai adalah termasuk dalam Kawasan 

Metropolitan MEBIDANG-RO, dimana sektor unggulannya adalah sektor-
sektor industri, perkebunan, pariwisata, pertaniaan dan perikanan. Selain itu 

Kota Binjai merupakan jalan lintas antara Aceh dan Sumatera Utara. 

Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah 
Kota Binjai mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan 

permasalahan yang harus dihadapi. Untuk mengembangkan potensi dan 
menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu 

perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan 
memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan 
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 

RPJMD ……. 



jdih.binjaikota.go.id 

 

 
RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan Visi, Misi dan 
Program Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Periode 2016-2021, yaitu pasangan Walikota 
H.M.IDAHAM, SH, M.Si dengan Wakil Walikota H.TIMBAS TARIGAN, SE yang 
dilantik oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara Bapak Ir.H.TENGKU ERRY 

NURADI, M.Si pada tanggal 17 Februari 2016. 

RPJMD merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat 
semua pihak untuk melaksanakan isi rencana-rencana tersebut. Sementara 

itu, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin 
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

yang dimaksud melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama 
pelaksanaan rencana tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 
  Cukup jelas 

 Pasal 2 
  Cukup jelas 

 Pasal 3 

  Cukup jelas 

 Pasal 4 

  Cukup jelas 

 Pasal 5 
  Cukup jelas 

 Pasal 6 
  Cukup jelas 

 Pasal 7  

  Cukup jelas 
  

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 9 
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LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI 

NOMOR 1   TAHUN 2016 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 
 
 

 
 

 
 

BUKU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH TAHUN 2016-2021 

 

 

 

 

 


